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KECAMATAN KAPUAS TIMUR, KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEMN KAPUAS,

Surat Kepala Teman Kanak-Kanak BAITUL HIDAYAH Desa Anjir Gerapal Barel
Kecamalan Kapuas Timur Nemer @ 0S/TK-BH/IVZ015 langgal 10 April 2015
lentang Permohonan Perpanjangan ljin Operasional Taman Kanak-Kanak
BAITUL HIDAYAH Kecamatan Kepuas Timur.

Surat Keterangan Domisili darl Kepala Desa Anjir Serspat  Bara
Kecamatan HKapuas Timur MNomor | TOASB/SKDONZ015 tanggal
10 April 2015,

. Surat Rekomendas! Kepala Desa Anjir Serapal Barsl Mecamatan Kapuas

Timur Nomor: SBASBT/O42015 tanggal 10 Apsil 2016,

. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kopuas Tirmur

Nomor 424/044N, Disdik/2015 tanggal 14 April 2015,

. Surat Rekomendasl Camal Kapuas Timur MNomor 430M1280V/Um 2018

tanggal 14 April 2015,

bahwa Taman Kanak-Kanak BAITUL HIDAYAH Kecamatan Kapuas Timur
Kabupaten Kapuas talah memenuhl syaral urtuk mempercleh Sursl ljin
Operasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a |

periu menetapkan Surst Kepulusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupalen
Kapuas tentang [jin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
BAITUL HIDAYAH Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kepuas.

- Undang-Undang Momor 27 Tahun 1858 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat No.3 tenfang Pembentukan Daerah Tingkat |l di Kallmantan Tengah
( Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 1853 No.8) sebagal Undang-
Undang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1858 No. 72, Tembusan
Lembaran Negara Republik Indonesia Mo, 1820);

. Undang-Undang Nomeor 4 Tahun 1979 tendang Kesejahleraan Anak;

Undang-Lindang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

. Undang-Undang Momar 20 Tahun 2003 tentang Sislem Pendidikan Maslonal

(Lembaran Megara Republix Indonesia Tahun 2003 Momor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),;

. Uncang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Psmerintahan Deerah

{Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momar 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Momor 4437), sebagalmana belah
beberapa kall diubah lerakhir dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008
lentang perubahan kedua atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun
ﬂ} Momor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
Peraturan Pamerintah Nomar 38 Tahun 1882 tentang Peran Serta Masyarakal
dalam Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun
;;lﬁ}hhm 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Momor

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1898 lentang Perubahan Atss

Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 1980 tentang Pendidiken Dasar
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1008 Momor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3783);
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8. Peraturan Pamerntah Momor 18 Tahun 2005 tentang Standar Hasional
Pendidiean (Lembaran Megara Republi Indonesia Tahun 008 Momar 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406),

8 Persturan Pemerintah Momor 28 Tahun 2005 lentang Badan Akredias)
Masional Sekolah/Madrasab (BAN-GM),

10. Peraturan Pemenntah Momor 48 Tahun 2008 tentang Pendanasn Pandidiean
{Lembaran MNegara Republk Indonesis Tahun 2008 Nomor @1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4B84},

11. Peraturan Pemerntah Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyslenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pameanntah Nomor 88 Tahun 2010,

12. Peraturan Menteri Pendidikan Naslonal Nemaor 18 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifitas| Akademik dan Kompetensl Gurnu,

13. Peraturan Maenter Pendidikan Masional Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar
Pandidikkan Anak Uisia Dind;

14, Fepitusan Menter Pandidikan Nasional Nomor 128a/U/2004, lantang Eiandar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

16, Peraturen Daerah Kabupaten Kapuas Momor 1 Tahun 2008 lentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Kapuas;

16. Peraturan Deerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2043 Perubahan atas
Peraturan Dasrah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakesja Dinas Dasrah Kabupaten Kapuas:

17. Peraturan Daerzsh Kabupalen Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Penyelanggaraan Pendidikan ol Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

¢ ljin Operssional Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak  BAITUL HIDAYAH

Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
arzan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diklum KESATU

1 Penyslengg
akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan dan

Perundang-undangan yang beriaku,

¢ ljin Operasional berlaky selama 5 (ima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan di

linfau kembali setefah janghka 2 (dua) tahun sejalan perkembanga Lembaga
TmKamh%mﬁmMmM. a

¢ Apabila Lembaga Pendidikan pindah lokasltempat maka fjin operasional

dinyatakan Tidak berfaky.

¢ Keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan kelertuan apabila

dikemudian hari terdapat kekefiruan dalam penetapan Ini, akan diperbaikl
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di i Kuala Kapuas

Pada tanggal V24 Aprl 2015

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R di Jakarta,

Dings Pendidikan Provinal Kalmantan Tengah di Palangka Raya.
i Kapuas di Kuala Kapuas. z
Fapuas Timur oi Anjir Serapal.

UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Timur di Anjir Serapat,
Desa Anjir Serapat Barat di Anjir Serapat Barst.
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